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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan 

kesehatan diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan yang terintegrasi dan 

bersinergi dengan bidang lainnya sesuai kewenangan di 

berbagai tingkat pemerintahan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 

2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan 

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan 

perkembangan ilmu pengetahuan sehingga perlu 

dilakukan penggantian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang Kesehatan; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063);  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495). 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5864);  

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
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Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 

tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan 

Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1755); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang 

selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah 

proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran 

dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat 

untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang 

dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan 

masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif 

serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial 

budaya setempat. 

2. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, yang 

selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana 

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang 

dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola 

oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan 

pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan 

pemangku kepentingan terkait lainnya. 
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3. Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Pendamping 

adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

mendampingi serta membantu proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam 

mengadopsi inovasi di bidang kesehatan. 

4. Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang 

selanjutnya disebut Kader adalah setiap orang yang 

dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan 

masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan. 

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

Pasal 2 

Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat digunakan sebagai 

acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga 

kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan 

pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mewujudkan 

peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 
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BAB II 

STRATEGI DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

Pasal 3 

Strategi Pemberdayaan Masyarakat meliputi: 

a. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat 

dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan 

yang dihadapi; 

b. peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan 

masyarakat;  

c. pengembangan dan pengorganisasian masyarakat;  

d. penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku 

kepentingan;  

e. peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, 

lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, 

dan swasta;  

f. peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya 

berbasis kearifan lokal; dan 

g. pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau 

kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada 

sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat. 

 

Pasal 4 

(1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi: 

a. kesehatan ibu, bayi dan balita; 

b. kesehatan anak usia sekolah dan remaja; 

c. kesehatan usia produktif; 

d. kesehatan lanjut usia; 

e. kesehatan kerja; 

f. perbaikan gizi masyarakat; 

g. penyehatan lingkungan; 

h. penanggulangan penyakit menular dan tidak 

menular; 

i. kesehatan tradisional; 

j. kesehatan jiwa; 

k. kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan; dan 
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